
 

 

1 

 

PENANGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA DI KABUPATEN 

BANYUMAS 

( STUDI KASUS PADA BURUH MIGRAN TAK BERDOKUMEN ) 

 

Oleh 

Muhammad Syamsudin 

Arif Awaludin 

Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto 

Jln. Beji Karangsalam Purwokerto Jawa ± Tenggah. 

        E-mail : Syamsudin_m@rocketmail.com 

   

         ABSTRAK 

  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor ± faktor buruh Migran yang tidak memiliki 

dokumen resmi untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri, serta untuk mengetahui modus 

operandi untuk mengajak para calon buruh migran agar mau pergi dan bekerja di luar negeri, 

disamping itu juga untuk mngetahui peranan Pemerindah Daerah dalam melindungi para buruh 

migran yang tak berdokumen.Di dalam mencapai tujuan ini, penulis mengunakan metode 

pendekatan kualitatif, sedangkan spesifikasi penelitian bersifat penerapan hukum. Data yang 

diperoleh akan dianalisis secara induksi konseptualisasi yang bertitik tolak pada fakta empiris. 

Kesimpulan: Ketidaktahuan dari para calon tenaga kerja tentang prosedur resmi pengrekutan 

tenaga kerja ke luarnegri, serta karena tekanan ekonomi sehingga tergiur dengan iming-iming 

yang indah oleh para calo tenaga kerja. Kurangnya perlindungan yang optimal dari Pemerintah 

Daerah terhadap buruh migrant, hal ini terlihan tidak adanya peraturan perundang-undangan dari 

daerah yang betul-betul melindungi buruh mingran. Pemerintah Daerah hanya sebagai 

adminitratur saja.  

 

 

Kata Kunci :  Kejahatan, Perdagangan, Manusia. 

 

A. PENDAHULUAN. 

Di indonesia makin marak perdagangan manusia dalam lingkup Domestik dan Lintas 

batas negara. Perdagangan manusia bukanlah hal baru.Masalah perbudakan merupakan 

sejarah hitam umat manusia yang kemudian dinamakan sebagai perbudakan kontemporer 

dalam bentuk modern.Sehingga PBB melalui Office of The high Commissioner of Human 

Rights mengeluarkan Fact Sheet no. 14 dengan judul sama Contemporary Forrms of Slavery. 

Yang termasuk kategori ini : 

a.Perdagangan anak ± anak 

b.Prostitusi anak  

c.Pornografi anak  

d.Eksploitasi pekerja anak 
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e.Mutilasi seksual terhadap anak perempuan 

f.Pelibatan anak dalam konflik bersenjata 

g.Perhambaan 

h.Perdagangan manusia 

i.Perdagangan organ tubuh manusia 

j.Eksploitasi untuk pelacuran  

k.Sejumlah kegiatan di bawah rezim apartheid dan penjajahan ( United Nation,1996) 

Menyikapi perkembangan jaman, maka dikeluarkanlah konvensi PBB tentang 

kejahatan Lintas Negara Terorganisir dengan dua protocolnya yaitu Protochol to Prevent 

Suppress and Punish Traffiking In person, serta Protochol Against Smuggling of Migrans by 

Land Sea and Air.  Setiap tahun  kira kira delapan hingga sembilan ratus ribu orang 

diperdagangkan melintasi batas internasional ke dalam kondisi kerja paksa.perdagangan 

manusia merupakan perdagangan yang serius di Asia. Protokol untuk Mencegah 

,Menghukum, Menindas pelaku perdagangan Manusia, khusus perempuan dan anak ± anak, 

serta tambahan Konvensi PBB terhadap kejahatan Tradisional Yang Terorganisir (Protokol 

Perdagangan)G.A.Res.55/25,Annex II,55 U.N. GAOR Supp. (No.49)at 60,U. Ndoc. 

A/45/49(VoO�,��������� PXODL� EHUODNX� ��� GHVHPEHU� ����� PHQHQWXNDQ� EDKZD� ³SHUGDJDQJDQ�

PDQXVLD´�WUDIILFNLQJ� KXPDQ�� PHOLSXWL� VHPXD� WLQGDNDQ� \DQJ� WHUNDLW� GHQJDQ� SHUHNUXWDQ� ��

pengangkutan, transfer, penjualan atau pembelian manusia dengan pemaksaan atau taktik 

yang bertujuan menem[patkan mereka dalam kerja paksa. 

3HUGDJDQJDQ�PDQXVLD�MXJD�GLVHEXLW�³7UDILNLQJ´�DWDX�³+XPDQ�7UDILFNLQJ´�GLDPELO�GDUL�

EDKDVD�LQJJULV�³7UDIILFNLQJ´�DUWLQ\D�SHUSLQGDKDQ�MDGL�DUWLQ\D�DGDODK�SHUSLQGDKDQ�DWDX�PLJUDVL�

± yang berarti korban di bawa keluar kampung halamannya yang aman ke tempat 

berbahaya/dikerja paksakan. 

 

Secara sederhana  Trafiking adalah sebuah bentuk perbudakan modern.beberapa 

pelaku Trafiking adalah bagian sindikat internasional,namun lebih banyak  bukan bagian dari 

kejahatan yang terorganisasi diantaranya adalah perekrut tenaga kerja, pemuka masyarakat, 

aparat pemerintah,teman dan kerabat. 

Definisi mengenai perdagangan orang mengalami perkembangan samapai dikeluarkan 

dan ditetapkan konvensi PBB tahun 2000.Dalam protokol tersebut, yang dimaksud dengan 

perdagangan orang adalah; rekrutmen, transportasi, pemindahan , pemnyembunyian, atau 

penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk tekanan lain, 

penculikan pemalsuan, penipuan atau pencurangan dan lain lain,sehingga dapat persetujuan 

dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk di eksploitasi. 

Definisi ini diperluas dengan ketentuan yang berkaitan dengan anak di bawah umur ( di 

bawah 18 tahun)bahwa; recruitment,transfortation,transfer, harbouring or receift, of a child 

IRU� WKH� SXUSRVH� RI� H[SORLWDWLRQ� VKDOO� EH� FRQVLGHUHG� ³WUDIFNLQJ� LQ� SHUVRQV´� HYent of does no 

involve any of the means set forth in subparagraph (a).Dari definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa unsur ± unsur dari perdagangan orang (Harkristuti,2003): 
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perbuatan,sarana untuk mengendalikan korban,tujuan. Dari unsur tersebut yang harus 

diperhatikan adalah tujuan karena walaupun untuk korban anak ± anak tidak dibatasi masalah 

pengguanaan sarananya, tetapi tujuannya untuk eksploitasi. 

Di dalam protokol PBB, untuk mencegah, memberantas, dan menghukum 

perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak(2000) Suplemen konvensi PBB untuk 

melawan organisasi kejahatan lintas batas dikatakan;(a) perdagangan manusia adalah 

perekrutan seseorang dengan ancaman kekerasan dan lain sebagainya atau memperoleh 

persetujuan  dari seseoarang yang berkuasa  atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.(b) 

persetujuan korban perdagangan manusia terhadap eksploitasi yang dimaksud.(c) perekrutan , 

SHQJLULPDQ� SHPLQGDKDQ� DQDN� XQWXN� WXMXDQ� HNVSORLWDVL� GLSDQGDQJ� VHEDJDL� ³SHUGDJDQJDQ�

PDQXVLD´��G��³DQDN�DGDODK�VHWLDS�RUDQJ�\ang berumur di bawah 18 tahun. 

Dari definisi di atas terdapat 3 unsur pokok sehingga suatu perbuatan dikategorikan 

perdagangan manusia, pertama, pada proses perekutan, pengiriman, pemindahan, 

penampungan maupun penerimaan dilakukan dengan jalan/cara ancaman, pemaksaan, 

penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan, maupun penyalah gunakan kekuasaan, 

dengan tujuan prostitusi, pornograf, kekerasan atau eksploitasi seksual, kerja paksa atau 

perbudakan maupun praktek-praktek serupa. 

Menurut informasi yang diterbitkan oleh US Departement of Justice dan publikasi 

yang diterbitkan oleh PBB, data kasar yang ditemukan berkenaan dengan perdagangan 

manusia  antara lain 3.700 ribu s/d empat juta orang setiap tahunj 

diperjualbelikan.perdagangan anak dan perempuan dapat terjadi di dalam maupun batas 

negara. 

Komnas perempuan melaporkan bahwa perdagangan perempuan untuk dijadikan ; Pekerja 

Domestik, Pengemis, Pengedar Narkoba, Pekerja SeksKonsumsi pedofil. 

Berikut statistik Departemen Tenaga Kerja menunjukan jumlah buruh migran indonesia yang 

bekerja di luar negri mengalami peningkatan.ditunjukan dalam tabel berikut : 

TABEL 2 

Jumlah Buruh Migran Indonesia 

Masa Tahun  Perempuan  Laki ± laki  Jumlah  

Pelita I 1969 ± 1974 Tidak ada data Tidak ada data 5.624 

Pelita II 1974 ± 1979 3.817 12.235 17.042 

Pelita III 1979 ± 1984 55.000 41.410 96.4141. 

Pelita IV 1984 ± 1989 198.735 92.527 292.262 

Pelita V 1989 ± 1994 442.310 208.962 652.272 

Pelita VI 1994 ± 1999 699.946 349.681 1.049.627 

 

Sangat sulit memperoleh statistik yang konkrit mengenai jumlah orang karena tafiking. 

Namun informasi dapat menggambarkan masalah: 

1.LSM Migrant Care bahwa hampir 1,2 juta orang indonesia (mayoritas perempuan) 

berimigrasi untuk kerja di luar negri tiap tahunnya. 
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2.Pada tahun 2001 Organisasi Perubahan Internasional PBB memperkirakan lebih dari 1,4 

juta pekerja rumah tangga di indonesia. 

3.Pada 1998 ILO memperkirakan terdapat 240.000 pekerja seks di indonesia 

Tidak ada perkiraan yang menyakinkan untuk jumlah orang yang diperdagangkan dari 

Indonesia. 

 Perbudakan atau penghambaan pernah ada dalam sejaran indonesia.Dalam era 

kemerdekaaan terlebih di era reformasi yang sangat menghargai Hak Asasi Manusia, masalah 

perbudakan atau penghambaan  tidak ditolelir lebih jauh keberadaannya.secara hukum 

indonesia perbudakan merupakan kejahatan dengan pidana 5- 15 tahun penjara (Pasal 324 ± 

337 ).Perdagangan orang merupakan kejahatan yang keji terhadap HAM  yang mengabaikan 

hak seseorang untuk hidup bebas.Dalam perdagangan orang, sering sering karena dokumen 

imigrasinya tidak lengkap, dipalsukan dirampas agen / majikan.diperlakukan sebagai migran 

ilegal sehingga mereka mendapat ancaman hukuman.Perdangan orang sering menbgambil 

korban dari siapapun,(dewasa, anak ± anak, laki ± laki ,perempuan)pada umumnya dalam 

kondisi rentan.Modus operandi rekrutmen terhadap kelompok rentan biasanya dengan 

rayuan,menjanjikan berbagai kemewahan dan janji palsu.Modus lain yaitu berkedok menbcari 

tenaga kerja di luar negeri dengan upah besar. 

Di dunia Internasional, Indonesia dikenal sebagai daerah sumber dalam 

perdagangan.Berdasarkan studi ada beberapa Propinsi di Indonesia yang juga diketahui 

sebagai daerrah sumber penerima/ yang berpungsi sebagai daerah Transit. Dapat dilihat dalam 

table 

      Tabel 3  

Daerah Sumber, Transit, Dan Penerima Perdagangan Orang Di Indonesia. 

Daerah Sumber Transit Daerah Penerima 

Prop. Sumatera Utara: 

Medan, Deli Serdang, 

Serdang Bedagai, 

Simalungun, Pematang 

Siantar,Asahan,Langkat 

,Tebing Tinggi, Lab. Batu, 

Tapanuli 

sel.,Dairi,Langkat, Binjai 

Belawa, Medan, Padang, 

Bulan, Deli serdang , 

serdang bedagai, Asahan, 

Tanjung balai maupun kab. 

Labuhan Batu 

Deli Serdang,Medan , 

Belawan, Serdang Bedagai, 

Simalungun. 

- Prop. Riau, Tanjung balai 

karimun,,Dumai 

Tanjung balai Karimun, 

Dumai 

- Prop. Kepulauan 

Riau,Batam,Tanjung 

Pangkor Batam 

Batam  
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Prop . Lampung Lampung Selatan Lampung Selatan 

- Prop. DKI Jakarta;Jakarta 

Pusat, Barat,Timur 

,Utara,Selatan 

Jakarta 

Pusat,Barat,Timur,Selatan 

Tabel 4 

Daerah Sumber Transit dan Penerimaan Perdagangan Orang Ke Luar Negeri 

Daerah Sumber Transit 
Daerah Penerima 

Prop. Sumatra 

utara 

Medan  AsiaTenggara(Singapura,Malaysia,Brunei,Fili

fina,Thailand).TimurTengah,(ArabSaudi),Tai

wan,Hongkong,Jepang,Korea 

Selatan,Australia, Amerika Selatan 

 

 

Prop. Lampung - 

Prop. Riau Batam 

Prop.Jakarta Jakarta 

Prop. Jawa Barat  

Prop. Jawa Timur  

Prop. Kalimantan 

Barat 

 

Prop.Kalimantan 

Timur 

 

Prop. Sulut  

Prop. Bali   

Prop. NTB  

B . METODE PENELITIAN 

1.Metode Pendekatan  

  Metode yang digunakan dalam metode ini yaitu Pendekatan Kualitatif, karena 

kriminologti adalah sebuah ilmu yang empiris dan digunakannya metode ini. Pendekatan 

ini digunakan dalam rangka  memperoleh data deskriftif berupa kata ± kata tertulis atau 

lisan dari orang ± orang dan perilaku yang diamati. 

2.Konsep Dan Definisi Kerja 

Untuk  mempermudah langkah ± langkah kerja maka perlu dirumuskan terlebih dahulu 

beberapa definisi operasional yang menyangkut rencana penelitiannya ini : 
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a.Perdagangan Manusia yaitu perekrutan,pengirimiman penampungan seseorang dengan 

ancaman atau  penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau memberi 

pembayaran, atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan atas orang 

lain untuk eksploitasi. 

b.Buruh Migran yaitupara tenagha kerja yang kerja di luar negeri sebagai tenaga kerja 

kasar di sektor informal.  

c.Tak Berdokumen yaitu tidaki memiliki dokumen ketenaga kerjaan yang resmi. 

3. Rencana Penelitian 

  Penelitian ini dasarnya bebrbentuk siklus akan tetapi dibedakan adanya tiga 

tahapan utama: 

a.Tahap Orientasi / eksplorasi yang mnyeluruh tentang perdagangan manusia yang semakin 

marak.tahap ini dilakukan dengan kegiatan observasi dan wawancara dengan informan di 

lokasi penelitian. 

b.Tahap Eksplorasi terfokus dari fenomena buruh migran yang tak berdokumen . 

c.7DKDS�PHQJHFHN�KDVLO�WHPXDQ�\DQJ�GLNHQDO�GHQJDQ�LVWLODK�³PHPEHU�FKHFN´�SHQJHFHNDQ�

terhadap hasil temuan segenap anggota peneliti yang terlibat.Pengecekan ini dilakukan 

secara  formal  dan informal. 

d. Tahap akhir yaitu seminar hasil penelitian dengan mengundang fakar yang dipandang 

metode kualitatif dan menguasai tentang perdagangan manusia dan buruh migran. 

4. Metode Dan Teknik Analisa Data 

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah induksi konseptualisasi 

artinya peneliti bertitik tolak dari fakta empiris untuk membangun konsephipotesis dan 

teori.untuk mempertajam setiap fokus masalah yang ingin diteliti maka digunakan teknik 

analisis domain, taksonomis, kempenensial, dan tema kultural.keempat analisis ini 

digunakan berurutan. 

  Data yang sudah diklasifikasikan akan dianalisa secara kualitatif yaitu pernyataan 

atau norma hukum yang ditemukan sehubungan dengan adanya peristiwa tersebutakan 

dianalisis secara sesemkantik heurmanetik. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas dan Buruh Migrannya 

  Kabupaten Banyumas merupakan salah satu bagian wilayah provinsi Jawa 

Tengah. Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 Kecamatan dan berbatasan dengan Wilayah 

beberapa Kabupaten yaitu Sebelah utara dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten 

Pemalang , Sebelah Timur dengan Kabupaten Purbalingga,Kabupaten Banjarnegara dan 

Kabupaten Kebumen, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Cilacap, sebelah Barat dengan 

Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes. 

  Penduduk kabupaten Banyumas akhiir tahun 2004 sebesar 1.538.285 jiwa atau 

naik sebesar 13.384 jiwa.atau  naik sebesar 13.384 jiwa. Dengan rata ± rata laju 

pertumbuhan penduduknya per tahun 2003-2004 sebesar 0,88 persen yang berarti 

mengalami penurunan pertumbuhan 0,15 persen. 
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  Rasio jenis kelaminnya pada tahun 2004 sebesar 99,70 yang berarti dari setiap 

100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki ± laki.Jumlah rumah tangga pada 

akhir tahun 2004 sebesar 409.631 atau naik sebesar 11.876 rumah tangga 2,99 % dari tahun 

sebelumnya. 

  Luas kabupaten Banyumas pada akhir tahun 2004 sebesar 1.327,59 km², sehingga 

kepadatan penduduknya sebesar 1.159 jiwa per km².dengan kepadatan tertinggi di 

purwokerto Timur sebesar 7.609 jiwa per km persegi dan yang terendah di kecamatan 

Lumbir sebesar 446 jiwa per km persegi.jika dilihat berdasarkan kelompok umur maka 

penduduknya tergolong pada gambar piramida penduduk tahun 2004 yang melebar pada 

bagian bawahnnya. 

  Pencari kerja yang terdaftar Dinas Tenaga Kerja Kab. Banyumas   tahun 2004 

sebanyak 24.929 jiwa yang belum ditempatkan sebesar 35.431 jiwa. Kelompok umur 

pencari kerja produktif pada kelompok umur 25 ± 29 tahun yaitu sebesar 11.228 jiwa atau 

sekitar 55,55 %. Dilihat dari tingkat pendidikannya  maka sebagian besar 13.442 jiwa atau 

53,92  % adalah lulusan setingkat SLTA. 

 

      Tabel 5 

   Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2004 

Kecamatan  Laki ± Laki  Perempuan  Jumlah  Rasio  

1. Lumbir  22621 23204 45825 97,49 

2. Wangon 35939 35748 71687 100,53  

3. Jatilawang 27961 28424 56385 98,37 

4. Rawalo 23694 23179 46873 100,53 

5. Kebasen 27135 27258 54393 98,37 

6. Kemranjen 32419 32699 65118 102,22 

7. Sumpiuh 27552 27878 55430 99,55 

8. Tambak  23844 23621 47465 99,14 

9. Somagede 17414 17487 34901 98,83 

10. Kalibagor 21357 21074 42431 100,94 

11. Banyumas 23852 23774 47626 99,58 

12. Patikraja 23782 23765 47547 101,34 
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13. Purwojati  16897 17055 33952 100,33 

14. Ajibarang  43252 43325 86577 100,07 

15. Gumelar 24300 24147 48447 9907 

16. Pekuncen 32272 32459 64731 99,83 

17. Cilongok  55594 55190 110784 100,63 

18. Karang lewas 26317 26467 52784 99,42 

19. Kedungbanteng 25702 25201 50903 100,73 

20. Baturaden 21427 21388 42815 99,43 

21. Sumbang  34785 34530 69315 101,99 

22. Kembaran  32444 32170 64614 100,18 

23. Sokaraja 35870 36389 72259 100,74 

24. Pwt Selatan 31798 32184 63982 100,85 

25. Pwt Barat  24856 25920 50776 98,57 

26. Pwt Timur  31051 32978 64029 98,80 

27. Pwt Utara 23828 22766 46594 95,90 

Jumlah  767963 770280 1538243 99,70 

 

Tabel 6 

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan 

Jenis Kelamin Tahun 2004 

Kelompok Umur Laki ±Laki Perempuan Jumlah Rasio 

0-4 71475 69065 140540 102,49 

5-9 73058 70647 143705 103,41 

10-14 76398 73271 149669 104,27 

19-19 82363 74508 156871 110,54 

20-24 67242 66929 134171 100,47 
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 Sumber; Kantor Pusat Statistik Kabupaten Banyumas 

 

2. Faktor Penyebab Terjadinya Buruh Migran Tak Berdokumen Dan Modusnya 

 Buruh migran tak berdokumen adalah fenomena yang banyak ditemukan.yanG dimaksud 

tidak berdokumen yaitu ketidak sesuaian antara dokumken yang dimiliki dengan maksud dan 

tujuannya mencari pekerjaan.dokumen yang dimaksud di sini tidak hanya memiliki surat 

keterangan dan kepemilikan visa serta paspor saja,para pencari kerja yang awam adanya surat 

yang disebutkan di atas, sudah cukup,tanpa memperhatikan isi dokumen. 

Berikut faktor penyebab terjadinya buruh migran tak berdokumen dan modusnya 

Korban yang lengah dan ingin cepat memperoleh pekerjaan 

Para pencari kerja yang menjadi sasaran empuk bagi pelaku perdagangan manusia rata ± rata  

merupakan para buruh migran baik yang datang secara legal maupn ilegal.bagi yang datang 

secara legal mereka menjadi korban karena itikd tidak baik dari biro ± biro tenaga kerja antara 

lain dengan cara menahan dokumen ± dokumen yang diperlukan oleh pekerja 

pendatang.seringkali mereka lengah akan kelengkapan dokumen , karena keinginan yang sangat 

besar untuk segera memperoleh pekerjaan. 

Pelaku yang canggih dan terorganisasi 

Pelaku dalam perdagangan manusia ini telah dibahas dalam barbagai penelitian. Dari banyak 

penelitian yang pernah dilakukan maka sebagian besar mensinyalir bahwa pelaku tersebut 

merupakan sindikat perdagangan manusia yang wilayahnya mencaku berbagai belahan dunia dan 

besifat internasional.mengacu pada definisi yang dipergunakan dalam penelitian ini maka di 

dalamnya dapat disimpulkan ada tiga pihak yang berperan yaitu korban, pihak yang mengambil 

25-29 62304 65313 127617 95,39 

30-34 58070 62068 120138 93,58 

35-39 55275 58695 113970 94,17 

40-44 48970 49894 98864 98,15 

45-49 42406 39840 82246 106,44 

50-54 31752 32667 64419 97,20 

55-59 28756 28959 57715 99,30 

60-64 24201 27403 51604 88,32 

65-69 18534 21728 40262 85,30 

70-75 14670 15564 30234 94,26 

75 12514 13746 26260 91,04 

JUMLAH 767988 770297 1538285 99,70 
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keuntungan dari perdagangan manusia, serta orang yang dibayar atau memperoleh keuntungan 

dari perdagangan manusia itu. 

3. Peranan Pemerintah Dalam Melindungi Buruh Migran Dari Perdagangan manusia 

 Fenomena perdagangan manusia di indonesia memang merupakan fenomena gunung 

es.sulit sekali memperkirakan secara pasti angka kasusperdagangan manusia yang pernah terjadi 

di samping penanganan perdagangan manusia di indonesiapun masil belum terkoordinasi karena 

berkaitan dengan permasalahan beberapa departemen terkait.Dalam beberapa penelitian 

ditemukan bahwa perdagangan manusia di indonesia tidak terbatas pada golongan usia maupun 

jenis kelamin tertentu saja.Dari berbagai kasus yang diperoleh, yang berpotensi menjadi korban 

perdagangan manusia adalah manusia sejak ia masih berada dalam kandungan.anak ± anak tanpa 

batasan usia, wanita maupun pria.akan tetapi memang kenyataanya data laki ± laki yang menjadi 

korban perdagangan manusia  ini  tidak sebanyak data perdagangan manusia yang korbannya 

adalah wanita dan anak ± anak.pemerintah indonesia oleh Amerika Serikat dikategorikan sebagai 

negara yang tidak memenuhi standar dalam upaya memerangi kejahatan terorganisir sebagai 

upaya penghapusan perdagangan manusia secara serius, bahkan data akurat mengenai kejahatan 

ini sulit didapat. 

Peranan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan manusia masih 

dirasakan lemah dan kurang.Hal ini terkait dengan beberapa hal:  

1.'HILQLVL�SHUGDJDQJDQ�PDQXVLD�GDODP�.8+3�WHUEDWDV�SDGD�SHUGDJDQJDQ�µ´SHUHPSXDQ�GDQ�

DQDN´GDQ�WLGDN�DGD�HODERUDVL�OHELK�ODQMXW�PHQJHQDL�PDNQD�SHUGDJDQJDQ� 

2.  Berbagai perbuatan yang dapat dimasukan ke dalam perdagangan manusia ditangani oleh 

berbagai intansi yang berbeda. 

3. Lingkup wilayah indonesia yang amat luas dan terbuka yang memungkinkan perdagangan 

manusia terjadi di berbagai tempat di indonesia dan sulit dipantau.  

 Di dalam penelitian yang sama juga didapat suatu fakta bahwa penegakan hukum oleh 

aparat terkait menghadapi kendala karena : 

1. Pandangan institusi peradilan yang memandang perdagangan manusia bukan suatu masalah 

hukum. Hal ini terkait dengan pemahaman dari aparat penegak hukum terhadap instrumen 

hukum terkait. 

2. Tidak aktifnya aparat penegak hukum dan militer dalam mengawasi dan memonitor pelaku 

perdagangan manusia khususnya yang terorganisasipandangan peneliti melihat bahwa faktor 

pendapatan cukup berperan dalam menarik para oknum aparat untuk bertindak fasis. 

Luasnya praktik perdagangan perempuan ini terjadi karena banyaknya  faktor yang mendukung 

dan memungkinkannya terus berkembang. 

Ada 3 faktor - faktor yang penting dalam masalah penegakan hukum yaitu : 1. Faktor Subtansi  

,2. Faktor Struktural  ,3. Faktor Kultural 

 Meskipun urutannya demikian namun bukan berarti faktor yang satu lebih penting 

daripada yang lain.Demikian pula hal nya pada penegakan hukum untuk perdagangan manusia, 

masing ± masing faktor ini berkonstribusi dalam penegakan hukum untuk penaggulangan 

masalah yang sudah terjadi sejak lama di belahan dunia maupun termasuk di indonesia. 
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Mengingat lebih konpleks dan sulit terdeteksi perbuatan perdagangan manusia, maka tentunya 

diperlukan peraturan yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini.mengingat luarnya pengertian 

perdagangan manusia, memang tidak ada pasal yang digunakan untuk menjaring semua 

perbuatan yang dikategorikan sebagai perdagangan manusia dalam batasan yang berlaku 

sekarang menurut masyarakat internasional.namun sesungguhnya ada dua pasal yang dapat 

digunakan untuk menjaring perbuatan perdaganagan manusia.yaitu pasal 297 KUHP tentang 

perdagangan perempuan dan anak laki ± laki di bawah umur dan pasal 324 KUHP tentang 

perdaganagan bukan belian. 

 Pasal 297 secara khusus mengatur perempuan dan anak  laki ± laki di bawah umur 

.kelemahan Pasal 297 KUHP ini hanya membatasi ruang liungkup pada eksploitasi seksual, 

artinya  pasal ini baru dapat menjaring perdaganagan manusia apabila korbannya digunakan 

untuk kegiatan yang bersifat eksploitasi seksual. 

 Demikian pula dengan penggunaan Pasal 324 KUHP. Pasal inipun sesungguhnya telah 

melarang perbuatan yang dikategorikan perdagangan manusia.dalam pasal ini disebutkan 

objeknyasecara khusus yaitu, budak belian,dengan demikian keberlakuan pasal ini sempit sekali. 

Disamping hukum matelirnya tidak mampu memcakup segala bentuk perdagangan manusia 

ketidak berhasilan penegak hukum dalam masalah perdagangan manusia menurut Ketua Komisi 

VII DPR RI,Taufik Rukiu juga dikarenakan KUHP tidak menyentuh aspek ± aspek yang 

ditimbulkan tindak kejahatan ini,khususnya perlindungan terhadap para korban. 

 Oleh karena itu menurutnya perlu dibuat UU yang secara tegas  mengatur tentang 

perdagangan manusia tidak mengenai hukum materilnya. 

KUHP sebagai ketentuan yang mengaturproses beracara perdana, ternyata dinilai sudah tidak 

memadai untuk menangani kasus ± kasus yang terjadi saat ini misalnya dalam orgenizer 

crime.pengungkapan dan pembuktian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh sindikat ini yang 

bisanya banyak terjadi dalam perdagangan manusia, memerlukan ketentuan khusus terutama 

yang berkaitan dengan para korbannya.Harus ada ketentuan yang memberikan perklindungan 

pada mereka . ketentuan ini dibuat dengan maksud menghindarkan korban dari tindakan balas 

dendam dengan maksud menghindarkan korban dari tindakan balas dendam organisasi si pelaku. 

 Human trafficking merupakan kejahatan yang tergolong kedalam crime against dan sulit 

untuk diungkap.Untuk dapat melakukan proses peradilan terhadap kasus ± kasus yang berkaitan 

denhan human trafficking para penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri sesuai tugas dan 

fungsinya.Parta penegak hukum sangat memerlukan bantuan dari berbagai pihak seperti  laporan 

dari masyarakat sebagai informasi untuk mengungkap kasus tersebut. 

Terdapat beberapa faktor yang cukup berperan dalam mengungkap adanya human trafficking 

yaitu : 

1. Pranata Peradilan Pidana.   2. Pelaku ( trafficker )                    3. Korban dan masyarakat 

 Terdapat beberapa perlndungan bagi korban. Yang harus diperhatikan yaitu: 

1.Perlindungan yang berkaitan dengan identitas diri. Perlindungan ini berkaitan dengan identitas 

diri korban selama proses peradilan berjalan. 
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2.Bantuan medis dan psikologis.Bantuan ini sangat diperlukan korban yang mengalami  

penderitaan fisik serta mengalami gangguan psikologis. 

3.Selain perlindungan sebagaimana tersebut di atas korban perlu pula mendapatkan bantuan di 

bidang hukum. 

4.Kompetensi dan restitusi. Korban berhak menerima kompetensi dan restitusi. Penderitaan 

korban, selain menjadi tanggung jawab si pelaku juga menjadi tanggung jawab negara. 

 Perlindungan hukum yang harusnya dilakukan pemerintah terhadap para buruh migran di 

indonesia dirasakan belum maksimal. Para buruh migran hanya menjadi pahlawan devisa bagi 

negara tapi tidak ada perlindungan bagi mereka. Sementara merekapun tidak pernah tahu tentang 

hak ± hak mereka, kecuali hanya mendapatkan gaji atas apa yang mereka kerjakan. 

D. PENUTUP 

 1. Kesimpulan.  

 Penelitian tentang Penanggulangan kejahatan Perdagangan Manusia di Kabupaten 

Banyumas ( Studi kasus pada Buruh Migran Tak Berdokumen )memberikan informasi bahwa 

para buruh migran di Kabupaten Banyumas belum memperoleh perlindungan yang 

optimal.Dalam Tahun 2006 ini terjadi dua kasus perdagangan perempuan yang menarik 

publisitas.Berdasarkan Penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

  Faktor ± faktor yang menyebabkan para buruh migran di Kabupaten Banyumas 

mengabaikan dokumen resmi untuk tenaga kerja di luar negeri adalah ; 

 - ketidaktahuan tentang prosedur resmi sebagai buruh migran , tekana kemiskinan, tuntutan 

kemajuan , dan globalisasi. 

Modus operandi agar para buruh migran yang tak berdokumen tersebut mau pergi dan bekerja di 

luar negeri adalah iming ± iming indah yang ditawarkanoleh para calo tenaga kerja yang 

memburu keluar masuk desa dan cerita sukses  yang disampaikan rekan ± rekan sekampungnya. 

 Peranan pemerintah dalam melindungi para buruh migran yang tak berdokumen dari 

kejahatan perdagangan  manusia dirasakan masih sangat minim.pemerintah lebih bertintak 

sebagai administratur saja dan lebih memperhatikan buruh migran yang terdaftar secara 

resmi..Bagi buruh migran yang tak berdokumen resmi sulit untuk mendapatkan perhatian dan 

advokasi dari pemerintah. 

 Buruh migran rentan terhadap perdagangan manusia, untuk menanggulanginya perlu 

adanya sosialisasi tentang prosedur sebagai buruh migran secara terus menerus kepada calon 

tenaga kerja yang dilakukan secara langsung ke desa desa. Di samping itu pengawasan 

pemerintah terhadap perusahaan jasa tenaga kerja indonesia  (PJTKI ) harus dilakukan lebih 

intensif untuk menghindari terjadinya  manipulasi dokumen bagi para calon buruh migran. 
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